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ABSTRAK 
 
 
 
Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara penegak 
konstitusi diperlukan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang Dasar 1945.Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya 
bertindak melakukan aktivitas judicial sebagai positif legislator atau melakukan 
pembatasan yudisial sebagai negatif legislator.Lesbian,Gay,Biseksual dan 
transgender yang selanjutnya dapat disingkat LGBT merupakan salah satu 
fenomena yang menarik untuk dikaji dari segi yuridis.Kepastian hukum 
diperlukan dalam solusi penyelesaian kasus LGBT yang telah marak di 
masyarakat. 
 
Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, LGBT, positif legislator, negatif legislator, 
kepastian hukum. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The existence of the Constitutional Court as a constitutional enforcement 
state institution is required to conduct judicial review of the Constitution State 
Law. In carrying out its duties and obligations acting in judicial activity as a 
positive legislator or performing judicial restrictions as a negative 
legislator.Lesbian, Gay, Bisexual and transgender hereafter abbreviated LGBT is 
one interesting phenomenon to be studied in terms of juridical. Legal certainty is 
needed in the solution of the LGBT case that has been rampant in the community. 
 
Keywords: Constitutional Court, LGBT, positive legislators, negative legislators, 
legal certainty. 
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BAB IV 
 
 
 
PENUTUP 
 
 
 
4.1 Kesimpulan 
 
 
 
1. LGBT yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual dapat 
dikatakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam kehidupan 
masyarakat.Norma-norma tersebut antara lain norma agama,norma 
kesopanan,norma kesusilaan dan norma hukum.Inti dari permasalahan tersebut 
adalah karena bertentangan dengan ajaran nilai etika,moral dan Pancasila 
sebagai filosofi landasan dasar negara. 
 
2. Putusan hakim dalam memutus perkara LGBT yang menolak seluruh 
permohonan yang diajukan oleh pemohon sudah tepat dan sesuai dengan 
kepastian hukum.Penerapan pembatasan yudisial (judicial restraint) sebagai 
salah satu dasar pertimbangan hakim MK sudah tepat karena upaya tersebut 
dilakukan untuk menegakkan nilai-nilai konstitusi dan sudah sesuai dengan 
ideologi dasar negara yaitu Pancasila. 
 
 
4.2 Saran 
 
 
 
1. Lembaga legislatif (DPR) agar segera merumuskan rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan kebijakan politik hukum pidana tentang LGBT yang 
dimohonkan oleh pemohon agar tidak bertentangan dengan nilai konstitusi 
  
 
2. Agar para hakim di lembaga peradilan memegang integritas dalam 
mewujudkan nilai-nilai filosofi yang terwujud dalam konstitusi demi 
tercapainya kepastian,keadilan dan kemanfaatan hukum. 
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